
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1488, 2017 KEMEN-KP. Plh dan Plt. Jabatan Pimpinan Tinggi 

dan Jabatan Administrasi. 
 

PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 45/PERMEN-KP/2017 

TENTANG 

PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN  

JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa jabatan 

Aparatur Sipil Negara terdiri atas Jabatan Administrasi, 

Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi; 

b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan 

peninjauan kembali terhadap Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2013 tentang 

Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksana Tugas 

dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan 

Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 8); 

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 

Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1);  

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah 

Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG 

PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN 

PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah 

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan 

Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat 

yang bersangkutan berhalangan tetap. 

2. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah 

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan 

Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat 

yang bersangkutan berhalangan sementara. 

3. Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan 

tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai 

Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan, atau 

diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

4. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak dapat 

melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang melakukan 

pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan kerja ke 

daerah atau ke luar negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah 

haji, atau alasan lain yang serupa dengan itu. 

5. Pejabat adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat 

Administrasi, dan Pejabat Fungsional. 

6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 

pimpinan tinggi pada Kementerian. 

7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil 

negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 

8. Sekretaris Unit Kerja Eselon I adalah pimpinan unit Sumber 

Daya Manusia Aparatur di Sekretariat Jenderal, Sekretariat 

Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, atau 

Sekretariat Badan di lingkungan Kementerian. 

9. Unit Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal  

adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang 

melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, 

pembinaan, mutasi, dan administrasi jabatan fungsional 

sumber daya manusia aparatur. 
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10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

11. Pejabat Administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara 

yang menduduki jabatan administrasi pada Kementerian. 

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

13. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara 

yang menduduki Jabatan Fungsional pada Kementerian. 

14. Pejabat Definitif adalah pegawai aparatur sipil negara/ 

pejabat pemerintahan yang menduduki jabatan pimpinan 

tinggi dan administrasi yang telah secara resmi dilantik dan 

diambil sumpah jabatan untuk menduduki jabatan negeri. 

15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 

16. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

Pasal 2 

(1) Penunjukan Plt. dimaksudkan untuk mengisi sementara 

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang 

kosong karena pejabat definitif berhalangan tetap atau 

belum ditetapkan. 

(2) Penunjukan Plt. bertujuan untuk melaksanakan tugas 

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang 

kosong dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi. 

 

Pasal 3 

(1) Penunjukan Plh. dimaksudkan untuk mengisi sementara 

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang 

kosong karena pejabat definitif berhalangan sementara. 

(2) Penunjukan Plh. bertujuan untuk melaksanakan tugas 

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang 

kosong dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi. 
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Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. persyaratan dan tata cara penunjukan; 

b. kewenangan; 

c. surat perintah; 

d. masa berlaku; dan 

e. tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. 

 

Pasal 5 

(1) Jabatan di Kementerian terdiri atas: 

a. Jabatan Pimpinan Tinggi; 

b. Jabatan Administrasi; dan 

c. Jabatan Fungsional. 

(2) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: 

a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, meliputi Sekretaris 

Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala 

Badan dan Staf Ahli. 

b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi Kepala Biro, 

Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris 

Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Pusat, 

Inspektur, Ketua Sekolah Tinggi  Perikanan, Kepala Balai 

Besar, dan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera. 

(3) Jabatan Administrasi terdiri atas: 

a. Jabatan Administrator, meliputi Kepala Bagian, Kepala 

Subdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Balai, Kepala 

Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan Kepala Pangkalan. 

b. Jabatan Pengawas, meliputi Kepala Subbagian, Kepala 

Seksi, Kepala Subbidang, Kepala Pelabuhan Perikanan 

Pantai, Kepala Loka, dan Kepala Stasiun. 

c. Jabatan Pelaksana, meliputi Kepala Subseksi dan 

Kepala Urusan. 
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